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Agenda pesta demokrasi
kembali akan dirasakan
masyarakat pascapemilihan
umum dan pemilihan
presiden 14 Februari 2024
lalu. Delapan bulan ke
depan, warga Kota Jogja
bakal mengikuti pemilihan
wali kota atau pilwali. “Ini
kabar gembira karena sudah
dua tahun ini Kota Jogja
dipimpin penjabat wali kota,”
kata Anggota Komisi A DPRD
Kota Yogyakarta Dwi Candra
Putra kemarin (26/3).
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Tentu masih banyak
lagi hal-hal yang kurang
diuntungkan dengan
adanya penjabat bukan
wali kota definitif.”

DWI CANDRA PUTRA
Anggota Komisi A DPRD

Anggota Kom|s| A DPRD Koté Yogyakarta ‘Dwi Candra Putra

Pilwali, Tambahkan Anggaran Fasilitasi di TPS dan PPK

MENUTUT Candra, keberadaan
penjabat wali kota itu merupakan
implementasi dari UU No. 10
Tahun 2016. Pilkada bupati, wali
kota dan gubernur serentak
dilaksanakan pada November
2024 ini. Diakui, ada ada beberapa
kekurangan dengan
kepemimpinan penjabat wali kota
dan bukan kepala daerah yang
definitif.

Pertama, mengurangi legitimasi
masyarakat sebagai pemilik
mandat tertinggi kepada setiap
orang yang mendapatkan amanat
menjadi pengambil kebijakan di
tingkat Kota Jogja. Kedua, tidak
bisa menyusun rencana
pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) sebagai
penjabaran visi misi wali kota.
Ketiga, tidak adanya posisi wakil
wali kota sehingga banyak agenda
kegiatan pemerintahan yang tidak
bisa optimal.

“Tentu masih banyak lagi hal-hal
yang kurang diuntungkan dengan
adanya penjabat bukan wali kota
definitif, urai Candra.

Di bagian lain, ayah dua anak ini
juga menyoroti penyelenggaraan
Pemilu 2024 di Kota Jogja. Ada
sejumlah masukan yang ditujukan
kepada penyelenggara dalam hal
ini Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Yogyakarta. Pemilu
2024 jumlah tempat pemungutan
suara (TPS) se-Kota Jogja ada
1298. Sedangkan saat pilwali
November nanti hanya 600-an
TPS. “Jumlahnya turun
separonya,” katanya.

SUASANA BEDA: TPS 015

satu surat suara untuk pemilihan
wali kota dan wakil wali kota.
Berbeda dengan daerah lain,
untuk Provinsi DIJ tahun ini tak
ada pemilihan gubernur dan wakil
gubernur. Ini karena mengacu UU
No. 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY, pengisian
jabatan kepala daerah dan wakil
kepala daerah Provinsi DIJ
dilakukan dengan penetapan.
Bukan pemilihan secara langsung.
Berkaca dari kondisi tersebut,

Candra menambahkan, salah satu-

unsur sukses pemilu khususnya di
tingkat TPS dan panitia pemilihan
ketamatan (PPK) selalu
melibatkan saksi dari peserta

“Kami melihat ada ketimpangan
saat rekapitulasi suara di tingkat
kota oleh KPU. Saksi peserta
pemilu begitu diperhatikan
dengan fasilitas snack maupun
makan selama kegiatan sampai
dengan selesai,” papar Candra.

Semua mendapatkan hak dan
fasilitas yang sama. Baik unsur
pengawas, penyelenggara,
maupun peserta pemilu. Tapi
kondisi tersebut tidak ditemukan
ketika di tingkatan TPS maupun
PPK. Saksi peserta pemilu
cenderung diabaikan. “Bisa jadi
memang tidak adanya anggaran
atau memang terlewatkan
sehingga tidak terpikirkan,” tutur

DEWANGGARADAR I0GIA
dengan ornamen layaknya acara perkawinan saat pemilu lalu. Tak lama
lagi ada hajatan Pilwali Kota Jogja. Faslll'asl anggaran unluk petugas di TPS dan PPK saat pilwali bakal ditambah.

" Candra tak ingin kejadian itu
terulang saat pilwali.
Penyelenggaraan pilwali selama ini
dianggarkan dari APBD Kota
Yogyakarta dengan mekanisme
hibah ke KPU Kota Yogyakarta.
Candra mendorong sekaligus
mengusulkan secara konkret adanya
penambahan anggaran di tingkat
TPS dan PPK. Tujuannya
menmfasilitasi saksi-saksi dari paslon:

Bila dibutuhkan anggara bisa
saja ditambahkan melalui APBD
Perubahan Kota Yogyakarta TA
2024. “Pelaksanaan pilwali masih
November mendatang dan
penetapan APBD Perubahan
diagendakan maksimal

Kota Yogyakarta Berkurangnya jumlah TPS itu pemilu. Sedangkan pilwali saksi magister ilmu pemerintahan September di setiap tahunnya,”
karena saat pemilhan hanya ada dari pasangan calon (paslon). STPMD APMD ini. paparnya. (kus/zl).
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